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KATA PENGANTAR

AR s T . =

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Tim Hakim Tinggi Pembina dan
Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada Pengadilan Agama
Jakarta Pusat telah dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh
pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sesuai dengan rencana. Shalawat
dan salam tercurah ruahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah
Agung memiliki kewenangan dan tugas pokok antara lain melakukan
pembinaan dan pengawasan pada pengadilan agama yang berada dalam
wilayah hukumnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Nomor 167/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/1/2024 tanggal 2 Januari 2024, dan
berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
1008/KPTA.WS-A/ST.PW1.1/\//2024 tanggal 20 Mei 2024 menunjuk Tim Hakim
Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang
terdiri dari 5 (lima) orang dengan berbagi tugas sehingga waktu yang diberikan
dapat berjalan efektif dan efisien, pemeriksaan dilaksanakan selama 3 (tiga)
hari kerja yaitu tanggal 28 s.d.30 Mei 2024.

Laporan ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas oleh tim yang
ditunjuk.

Di akhir Pembinaan dan Pengawasan ini, unsur pimpinan Pengadilan
Agama Jakarta Pusat menandatangani kontrak kinerja, sebagai suatu
pernyataan kesanggupan seluruh jajaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat
memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kekeliruan
dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Demikian dan terima kasih.

Jakarta, 30 Mei 2024
e Ketuayim

Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung RI;

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012
Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

4, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,;

5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung Republik

Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Penangan Pengaduan (Whistle Blowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan;
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10. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja

serta Pejabat Kepaniteraan;

11. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;

13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I
(Edisi Revisi tahun 2013) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian

Administrasi;

14.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
di lingkungan Lembaga Peradilan;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal
23 Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya;

16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, khususnya Pasal
10 ayat (1) huruf a jo Pasal 3 ayat (1) dan (2);

17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018,

Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan;

19.Buku IV Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-Badan Peradilan;

20.Juklak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI, Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/ 2018, Tentang
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Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,
Nomor 424/DJA/HM.00/11/2019, tanggal 11 Februari 2019, tentang
Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara

Secara Elektronik Pada Pengadilan Agama;

22. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

secara Elektronik;

23. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
167/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/1/2024 tanggal 2 Januari 2024;

24 .Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor
1008/KPTA.WS-A/ST.PW1.1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, menunjuk
Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Agama

Jakarta Pusat;

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Bidang Manajemen Peradilan

Bidang Administrasi Perkara

Bidang Administrasi Persidangan

Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik

Bidang Administrasi Umum

Bidang Administrasi Keuangan

Bidang Administrasi Perencanaan, Tl dan Pelaporan

oS s

Bidang Administrasi Kepegawaian dan Ortala

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN.
1. Menjaga terselenggaranya Manajemen Peradilan secara baik dan

benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik;
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3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan dan administrasi
persidangan;

4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum (persuratan,
kepegawaian dan perpustakaan);

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran
dan Barang Milik Negara (BMN);

D. METODOLOGI PENGAWASAN.

1. Memeriksa dokumen;

Melakukan wawancara;

Melakukan konfirmasi;

Melakukan observasi;

Melakukan pemeriksaan lapangan seperti opname dan cek fisik;

o w N

E. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
Nomor 1008/KPTA.WS-A/ST.PW1.1/\//2024 tanggal 20 Mei 2024, menunjuk
Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Pengadilan Agama
Jakarta Pusat yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 28 s.d.
30 Mei 2024, sebagai berikut:

1 Nama :  Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.
NIP ;19630714 1992 03 1 005
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan/Tugas : Hakim Utama (Ketua Tim)

Unit Kerja . Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

2 Nama : Drs. H. Mahmud HD, M.H.

NIP : 19601204 1990 03 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (I\V/e)
Jabatan/Tugas : Hakim Utama (Anggota)

Unit Kerja . Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
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Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.
19740202 1993 03 1 001

Pembina (IV/a)

Panitera Pengganti (Sekretaris)
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Ikrimawati Ningsih, S.Ag., M.H.
19710901 2000 03 2 003
Pembina (IV/a)

Panitera Pengganti (Anggota)
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Abdul Haris Rangkuty, S.E., MM

19770105 2009 12 1 001

Penata Tk.l (lll/d)

Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah
Tangga

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

F. SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
1. Tanggal dan Surat Keputusan Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta

Pusat

Pada awalnya, dahulu Pengadilan Agama Jakarta Pusat bernama
Maijlis Distrik sebagaiana nama awal pada saat didirikan oleh Kolonial
Belanda pada tahun 1828 yang kemudian bernama Priesterraad atau
Penghoeloe Gerecht atau Raad Agama berdasarkan stb 1882 Nomor
162. Selanjutnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang merupakan
penerus dan pelanjut bagi Pengadilan Agama Jakarta sebagaimana
tersebut dalam Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 4 Tahun 1967, maka
sejak tanggal 17 Januari 1967 Pengadilan Agama Jakarta Pusat bernama
Pengadilan Agama Istimewa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya
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sebagai pengadilan induk yang memiliki empat kantor cabang
pengadilan. Oleh karena Majlis Distrik didirikan berdasarkan Ketetapan
Komisaris Jendral Hindia Belanda Nomor 17 tanggal 12 Maret 1828,
maka selayaknya tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari kelahiran
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Adapun para tokoh yang pernah memimpin Pengadilan Agama
Jakarta sebelum kemerdekaan sampai saat ini yang dapat diketahui
adalah Presiden Raad Agama periode 1920 sampai dengan 1946 yakni
KH. Abdul Aziz dan KH. Abdul Mutholib dengan hakim-hakim anggota
terdiri dari KH. Muhammad Enceng, KH. Muhammad, KH. Abdul Halim
dan KH. Abdullah.

2. Wilayah dan Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat

_..
L

Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki wilayah yuridiksi yang meliputi
8 Kecamatan dan 44 Kelurahan antara lain:
1. Kecamatan Gambir terdiri dari:

= Kelurahan Gambir

= Kelurahan Kebon Kelapa

= Kelurahan Petojo Selatan

= Kelurahan Duri Pulo

= Kelurahan Cideng dan

« Kelurahan Petojo Utara
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2. Kecamatan Tanah Abang terdiri dari:
= Kelurahan Bendungan Hilir
= Kelurahan Karet Tengsin
» Kelurahan Kebon Melati
« Kelurahan Kebon Kacang
» Kelurahan Kampung Bali
= Kelurahan Petamburan dan
= Kelurahan Gelora
3. Kecamatan Menteng terdiri dari:
= Kelurahan Menteng
» Kelurahan Pegangsaan
= Kelurahan Cikini
= Kelurahan Kebon Sirih dan
= Kelurahan Gondangdia
4. Kecamatan Senen terdiri dari:
= Kelurahan Senen
= Kelurahan Kwitang
= Kelurahan Kenari
= Kelurahan Paseban
= Kelurahan Kramat dan
= Kelurahan Bungur
5. Kecamatan Cempaka Putih terdiri dari:
» Kelurahan Cempaka Putih Timur
» Kelurahan Cempaka Putih Barat dan
» Kelurahan Rawasari
6. Kecamatan Johar Baru terdiri dari:
= Kelurahan Galur
» Kelurahan Tanah Tinggi
» Kelurahan Kampung Rawa dan
= Kelurahan Johar Baru
7. Kecamatan Kemayoran terdiri dari:
» Kelurahan Gungung Sahari Selatan

= Kelurahan Kemayoran
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« Kelurahan Kebon Kosong
= Kelurahan Harapan Mulya
= Kelurahan Cempaka Baru
= Kelurahan Utan Panjang
= Kelurahan Sumur Batu dan
= Kelurahan Serdang
8. Kecamatan Sawah Besar
= Kelurahan Pasar Baru
= Kelurahan Gunung Sahari Utara
= Kelurahan Mangga Dua Selatan
» Kelurahan Karang Anyar dan
= Kelurahan Kartini

L ]
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BAB I
LEMBAR TEMUAN PENGAWASAN (LTP)

A. BIDANG MANAJEMEN PERADILAN
Pengelolaan manajemen peradilan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat
telah baik sebagaimana seharusnya, akan tetapi masih didapati hal-hal yang
harus disempurnakan, hal ini yang menjadi temuan saat pangawasan dan

pembinaan,

Kondisi:

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh pimpinan Pengadilan

telah dilakukan secara terus menerus, baik kepada Hakim, Pejabat

Struktural dan Fungsional dan juga kepada selurut aparat Pengadilan

Agama Jakarta Pusat, lengkap dengan evidennya, akan tetapi tidak

ditemukan kebijakan Pimpinan terhadap agenda rapat-rapat rutin yang

dilakukan tersebut, baik bulanan, dan triwulan.

Kriteria:

- Merujuk pada beberapa aturan untuk itu seharusnya rencana dan
agenda pembinaan dan pengawasan bulanan dan triwulan
dituangkan dalam kebijakan sebagaimana Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 8 tahun 2016, tentang Pengawasan dan
Pembinaan Langsung Atasan di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan di bawahnya;

- Peraturan lain terkait Pembinaan dan Pengawasan di Peradilan.

Sebab:

Keterlupaan dalam melengkapi dokumen yang seharusnya dibuat;

Akibat:

Tidak tertibnya pelaksanan rapat-rapat yang dilakukan pimpinan

kepada Hakim, dan kepada para pejabat structural dan fungsional dan

juga kepada seluruh ASN dan PPNPN, demikian juga rapat-

rapatberkala lainnya.
Rekomendasi:

Diharapkan untuk kedepannya agenda rapat pertahun dibuat
agendanya dalam bentuk kebijakan pimpinan Pengadilan Agama
Jakarta Pusat.
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B. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

Kondisi:

Pemberitahuan amar putusan banding sejak pergantian petugas

banding (Agustus 2023) tidak pernah menyampaikan hasil

pemberitahuan putusan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama

Jakarta.

Kriteria:

a. SK KMA Nomor KMA 01/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin.

b. Buku Il Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 9 angka 19.

Sebab:

Ketidak paham petugas banding yang baru.

Akibat:

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak dapat mengetahui kapan

perkara tersebut Berkekuatan Hukum Tetap.

Rekomendasi:

Agar segera mengirimkan Pemberitahuan Amar Putusan Banding

dimaksud sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan April 2024.

Kondisi:

Tanda terima pengeluaran ATK biaya proses non prodeo bercampur

dengan biaya proses perkara prodeo (tidak terpisah antara ATK Prodeo

dengan ATK perkara non prodeo).

Kriteria:

a. Perma Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian
perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung Rl dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya.

b. SK Panitera Mahkamah Rl Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang
petujuk pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2012.

Sebab:

Ketidak tahuan petugas pengelola ATK biaya proses.

Akibat:

Tidak dapata diketahui sisa ATK Prodeo dengan ATK non prodeo

antara (opname barang).
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Rekomendasi:

Agar segera dibuat pemisahan antara ATK prodeo dengan ATK non

prodeo.

* Kondisi:

Tanda terima pengeluaran ATK Perkara (Bon ATK) pada bulan Januari

dan bulan Maret 2024 masih ada yang belum di tanda tangani oleh

penerima ATK dan belum di tandatangani oleh penanggung jawab
pengeluaran ATK perkara mulai bulan Januari 2024 sampai dengan

bulan April 2024.

Kriteria:

a. Perma Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian
perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung Rl dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya.

b. SK Panitera Mahkamah Rl Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang
petujuk pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2012.

Sebab:

Kelalaian petugas ATK biaya proses untuk mengecek tanda terima

penerimaan barang ATK biaya proses.

Akibat:

Barang yang sudah diserahkan kepada penerima barang tidak tercatat

sehingga ada selisih barang dalam persediaan barang ATK.

Rekomendasi:

Agar Bon pengeluaran ATK perkara segera di tandatangani baik oleh

penerima barang maupun oleh penganggung jawab barang ATK.

* Kondisi:

a. Di tahun 2023 masih ada sisa panjar biaya perkara yang belum
diambil oleh pihak Penggugat atau Pemohon dan sudah dikirim
melalui pos tertanggal 12 September 2023 sampai saat ini belum di
ambil oleh Penggugat/Pemohon dan telah melebihi dari 6 (enam)
bulan belum setor ke Kas Negara.

b. Di Bulan Januari sampai dengan April 2024 masih ada sisa panjar
biaya perkara yang belum diambil Penggugat/Pemohon dan belum
dibuatkan surat pemberitahuan pengambilan sisa panjarnya.
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